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ABSTRAK 

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP 

REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOBA 
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI) 

Nama 
NIM 
Program Studi 
Pembimbing I 
Pembimbing II 

: Fatizaro Zai 
: 141803079 
: Megister Ilmu Hukum 
: Prof. Dr. Ediwarman, SH., Mhum 
: Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS 

Kejahatan narkoba di Indonesia bersifat transnasional yang dilakukan dengim 
modus operandi dan teknologi yang canggih. Karban penyalahgunaan narkoba setiap 
tahunanya samakin meningkat, maka upaya penanggungan dan mencegah kejahatan 
tersebut dengan penegakan hukurn yang tetap dan menghargai hak-hak asasi manusia. 

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi perumusan masalahan dalam tulisan ini 
adalah bagaimana pengaturan hukurn dan apa faktor yang menyebankan, serta bagaimana 
kebijakan hukum pidana mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan analisi data 
kualitatif yaitu menganalisi data primer dan data sek:under kemudian ditarik kesimpulan 
dari deduktif ke induktif. 

Yang menjadi kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Pengaturan hukum 
mengenai rehabilitasibagi pecandu narkoba ditentukan berbagai peraturan perundang­
Wldangan yang berlaku yaitu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalarn Pasal 
53 s/d Pasal 57 jo. Pasal 103 dan Pasal 127. Dalam Pasal 103 UU Narkotika menentukan 
hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan 
yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika 
pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau 
menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial jika pecandu 
narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Faktor penyebab 
terjadinya pecandu narkoba adalah faktor internal yang disebabkan oleh diri sendiri 
misalnya perasaan ego is, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa dan rasa ingin tahuan, 
sedangkan faktor ekstemal adalah keadaan ekonomi, pengaruh pergaulangan lingk:ungan. 
Kebijakan hukum pidana terkait dengan penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh 
Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan hukum 
secara penal dan penerapan kebijakan hukum secara nonpenal. Penerapan kebijakan 
hukum secara non penal (pidana) dapat ditempuh melalui non punisment dengan 
menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi korban pecandu narkoba dengan pendekatan 
agama, budaya/kultur, pembinaan, pemulihan baik secara medis maupun secara sosial 
atau edukatif. Sedangkan kebijakan hukum secara penal dapat dilakukan dengan melalui 
penerapan punisment kepada pecandu narkotika sebagai efek jera kepada pecandu sendiri 
dan jug a kepada masyarakat lain. 

Kata Kunci : KebUakan Hukum Pidana, Rehabilitasi, Karban Pecandu Narkoba 

Kejahatan narkoba di Indonesia bersifat transnasional yang dilakukan dengim 
operandi dan teknologi yang canggih. Karban penyalahgunaan narkoba 

samakin meningkat, maka upaya penanggungan dan mencegah 
dengan penegakan hukurn yang tetap dan menghargai hak-hak asasi manusia. 

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi perumusan erumusan erum masalahan dalam 
bagaimana pengaturan hukurn dan apa faktor yang menyebankan, serta 

hukum pidana mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan 

yaitu menganalisi data primer dan data sek:under kemudian ditarik 
ke induktif. 

Yang menjadi kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Pengaturan 
mengenai rehabilitasibagi pecandu narkoba ditentukan berbagai peraturan 

yang berlaku yaitu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
57 jo. Pasal 103 dan Pasal 127. Dalam Pasal 103 UU Narkotika 
memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan 

bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 
narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika 

untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan 
melalui rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial jika 

tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Faktor 
pecandu narkoba adalah faktor internal yang disebabkan oleh 

perasaan ego is, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa dan rasa ingin 
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ABSTRACT 

CRIMINAL LAW POLICY ON 
REHABILITATION FOR DRUG DRUGS 

(CASE STUDY IN GUNUNGSITOLI COUNTRY) 

Name 
NIM 
Study Program 
Counselor r 
Advisor II 

: Fatizaro Zai 
: 141803079 
: Master of Law Science 
: Prof. Dr. Ediwannan, SH., Mhurn 
: Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS 

ii 

Drug c1imes in Indonesia are transnational, carried out with a sophisticated 
modus operandi and technology. The victims of drug abuse each year are increasingly 
increasing, so the prevention and prevention of such crimes with the constant 
enforcement of the law and respect for human rights. 

Based on this matter, the formulation of the problem in this paper is how the legal 
affangements and what factors are charged, and how the criminal law policy regarding 
rehabilitation for drug addicts. 

This study uses a type of normative juridical research with qualitative data 
analysis that is analyzing primary data and secondary data then drawn conclusions from 
deductive to inductive. 

The conclusion in writing this thesis is the legal arrangement of rehabilitation for 
drug addicts detennined vaiious applicable legislation that is in Law Number 35 Year 
2009 in Article 53 s I d Article 57 jo. Aiticle 103 and Article 127. In Aiticle 103 of the 
Nai-cotics Law, a judge who exainines cases of narcotics addicts may decide to order the 
person to undergo treatment and I or treatment through rehabilitation if the narcotics 
addict is found guilty of a Narcotics offense or to order the person concerned to undergo 
treatment And I or treatment through rehabilitation both medically and socially if the 
narcotics addict is not proven guilty of committing a narcotic crime. Factors causing dmg 
addicts are internal factors caused by self-esteem such as selfishness, will want to be free, 
mental shock and curiosity, while external factors are the state of the economy, the 
influence of enviromnental fiiendship. The criminal law policy related to the 
implementation of rehabilitation for drug addicts by the Gunungsitoli District Court can 
be done through the application of penal legal policy and the application of nonpenal 
policy of law. The application of non-penal legal policies can be pursued through non­
punishment by dropping the rehabilitation verdict for victims of dmg addicts with 
religious, cultural I cultural approaches, guidance, recovery either medically or socially or 
educatively. While penal legal policy can be done through the implementation of 
punisment to narcotics addicts as a deteffent effect to the addict himself and also to other 
communities. 

Keywords: Ciiminal Law Policy, Rehabilitation, Victims of Drug Addicts 
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1. 1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia 

Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, 

sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Untuk mewujudkan masyarak yang 

sejahtera perlu usaha-usaha dalam bidang kesehatan agar terhindar dari 

pengaruh penyalahgunaan narkoba. 2 Untuk mewujudkan kesadaran dan 

kemauan serta kemampuan hidup yang sehat bagi setiap penduduk agar dapat 

mewujudkan darajat kesehatan diperlukan pelayanan kesehatan yang memadai 

dan optimal. 

Penyelenggaraan kesehatan yang memadai bagi masyarakat merupakan 

bagiandari hak asasi manusia yang dimilikinya. Penyelenggaran dan 

perlindangan hak asasi manusia merupakan jamin kepada setiap warga negara 

dan bersama kedudukannya di dalam hukum dan permerintahan dengan tidak 

ada kecualinya. 3Untuk mencapai tujuan hukum diataranya kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum serta keadilan, maka perlu adanya peraturan perundang-

undangan dalam bentuk tertulis yang berasaskan keimanan dan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

1 Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tenang Narkotika 
2 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika. 
3M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP dan 

KUHAP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman, 36. 

tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Untuk mewujudkan masyarak 

perlu usaha-usaha dalam bidang kesehatan agar terhindar 

penyalahgunaan narkoba. 2 Untuk mewujudkan kesadaran 

serta kemampuan hidup yang sehat bagi setiap penduduk 

darajat kesehatan diperlukan pelayanan kesehatan yang 
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Perlindungan hak asas1 manusrn berdasarkan tujuan hukum, atas 

tindakan penyalahgunaan narkotika perlu diatur didalam peraturan undang-

undang yang berlaku. Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika 

hams sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal inibahwa 

semua tindakan penegak hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya hams · 

berdasarkan hukum dan undang-undang, dan menempatkan kepentingan hukum 

dan peraturan pemndang-undangan bukan berdasarkan kepentingan pribadi dan 

atau golongan. Sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan 

tunduk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan pemndang-

undangan dan perasan keadilan masyarakat. 4 Jadi, supremasi hukum adalah 

menguji dan meletakkan setiap tindakan penegak hukum tunduk dibawah 

ketentuan konstitusi, undang-undang demi terciptanya rasa keadilan yang hidup 

dan berkembang didalam masyarakat. 5 

Kenyataan yang tidak dapat disangkal, bahwa betapa pun baik dan 

sempurnanya sarana dan peraturan hukum baik dibidang hukum material 

maupun formil, kalau tidak didukung dengan tersedianya aparat penegak hukum 

yang penuh kearifan dan penuh rasa tanggung jawab serta pengabdian, maka 

yang akan terjadi adalah sia-sia dalam penegakan hukum. Aparat penegak 

hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, tidak boleh bertindak 

berdasarkan kekuatan semata-mata. 6 Sebelum berlakunya Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 198 1  tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut 

KUHAP). Aparat penegak hukum tergolong alat kekuasaan yang menitik 

4/bid 
5 Ibid 
6/bid, halaman, 37. 

peraturan pemndang-undangan bukan berdasarkan kepentingan 
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